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PETTTERINTAH PATEN BUOL
PERATT'RAN DA"ERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 23 TAET'N 2OOS

TENTANG

PERI'BAEAN ATAS PERATURAN DAERAE NOMOR O{ TAHT'N 2OOS IDNTANG
ORGANISASI DAN TATA KERIA.I.EDTBA,GA TEKMS DAERAH

. KABtr}P.{,TEI{ BUOL

DENGAN RAHMAT TTIHAN YANG MAHA trSA

BTIPATI BUOI-

Menimbang' 

: ffiH#'trffJffi":T'JJT:fr, ;il.,.il
dibentuk Organisasi ctran Tata kerja Badan pemherd ayaan perempuan dan
Keluarga Berencana Iftbupafor Buol; ,

b' bahwa berdasarkan pctir,nbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di
atas, perlu mcmbcntuk Pcraturan Dacrah tentang pembahan atas peraturan
Daerah Kabupaten Buof Nonror 04 Talrun 2008 terrtang Organisasi dan Tata
nerj;a l-anbaga Teknis Daffih Kabupaten Buol.

Mengingat : l. undang, undang Nonnr 8 Tahrm 1974 tatmgpokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Nqgara Rcpublik trndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik trnconesia Nomor 3041) sebagaimana telah

diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1r,99

(Lembaran Negara Repbtik lrdonesia Tah*n 1999 Nomor 169, Tamba ,an

Lembaran Nqiara Rcpubtik Indorrcsia Nomor 3390);

2' Undang-undang Nornor l0 Tahun lgEz rentang perkembangan

Kependudukan dan Pernbengunan Kefuarga sejahtera (Lembaran Nega a
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan l,embaran Nega a

Republik IndonesiaNosnor j475); '
3. Undang-undang }r5ornor 5tr Talun 1999 tantang Pembentukan Kabup..ten

Buol, Kabupalen Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan flembaran
Negara Republik Indonesia Talrnrn 1999 Nornor 179, Tarnbahan Lembaran

Negara Rcpublik Indoncsra Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan

undang-undang Nomor I I Tatrun 2000 tentang penrbahan atas Undang-

undang Nomor 51 Tahrn lg99 teilte€ pem,bentukan Kabupaten Buol,

Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

I



Negara Repubtik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Rcpublik Indoncsia Nomor 3966);

4. undang-undang Nomor 32 Tarrun zu4 to,tzng pemerintahan Dae .ah

(Lembaran Negara Rcpbrik Indonesia Tahun 20o4 Nonror I25, Tambahan
Lembaran Negara Regrbtik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah bcberapa kali tcrakhh dcngan Undang__undang Nomor 12 Tahu t
2008 tentang perubahan kedue das Undang_undang Nomor 32 Tahu r

2004 tentang pemerintahan Dr€rah (Lembaran Negara Repubtik Indonesi-.
Tahun 2008 Nonror 59, Tambahan teinbaran Negara Republik Indonr sia
Nomor 482t4);

5 Undang--undang r'Ionror 23 Tarxn 2w2 tentang perrindungan Anak
(Lembaran Negara Rep'brik Indonesia Tahun 20o2 Nomor r 09, Tambahan
Lembaran Negara Re$Stik Indonesia Nomor 4235)1

6. Peraturan pcnrcrirnrh Nomor 2I Tahun 1994 Tcntang penyclcnggaraan
' Pembangunan Keluarga Sejahrera (.ernbaran Negara Rqrrblik Indonesia

Tahun 1994 Nomor 30, Tansahan l.ernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3553);

7. Peraturan Pcmcrintah l.Ionror 37 Tahun 1994 tentang pengelolaan

Perkembangan Kepadrdukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Teftun 1994 Nomor 4t Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3559);

8. Peraturan pemerintah Nomrrr IOO Tahun 20OO Tentang pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabafan Struktural Q-embaran Negara
Republik Indonesia Talun 200O Nomcr 197, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 40lg) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Perrnerintah Nornor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O2 Nofitr 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4194);

9' Peraturan Pemerinrtah Nonror 4t rallra 20o7 tentang organisasi perangkat

Daerah (kmbaran Negara Reptrbrik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor g9,

Tambahan Lembaran Ncgara Reprblik Indonesia N omr 4741);
10. Peraturan Daerah Kahrpaen Buol Nomor 0l Tahun 2r[g Tentang Urusan

Pemerintahan Dacrah Kabupaten Buol (Lernbaran Daerah Kabupaten Buol
Tahun 20O8 Nomor Ol);

I l. Peraturan Daerah lGhpaten Buol Nomor 04 Tahun 200g Tentang

Organisasi dan Tata Kerja l_ernbaga Teknis Daerah Kabupaten Buol
(Tambahan Lembaran .Daerah Kabupateo Buol Tahun 200g Nomor 04).



Dcngrn Penctujuen Benama

DEWAN PERWAKII,AN RAI(YAT D.TERAE KABUPATEN BUOL
drn

Bt'PAfi BUOL

MEMUTUSKAN;
Menetapkan : PERATIIRAIII DAERA"E TENTANG PERUBAEAN ATAS PERATUR.iN

DAERAE NOif,OIt (X TAET'N 2|NT TDNTANG ORGANISASI DAN

TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATf,N BUOL.

Pesel I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dacrah Kabupatm Buol Nomor M Tahun 200g rentang

organisasi Dan Tata kcrja Lcmbaga Teknis Dacrah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah

Kabupaten Buol Tahun 2008 Nona 04) diubah sebagai berikut:

I . Ketentuan Pasil 6 aya (3) hnf h diubal\ dan hurufj dihapus, sehingga keseluruhan pasal 6

berbunyi sebagai bcrikut :

Pasel 5

(1) Susunan orpnisasi Badan t€rdiri dari Kepah BadarL I (satu) sekretaris membawahi

paling banyak 4 (ernC) Birlang Setrreteris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan

masing-masing Bidang membawahi 2 (dua) Sub Bidang serta Ketompok Jabatan

Fungsional.

,(2) Kepala Badan merupakan jabaan struktural eseton II b , Sekraaris eselon III a ,

Kepala Bidang eselon III b, Kcpala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit
Pelaksana Teknis eselon IV a se'ta Kepala sub Bagian Tata usaha pada upr Eselon

IVb.

(3) Badan sebagaimaru dimaksrd dalam Fasal 2 ayat (2) ta.liri dari :

a. Badan Perencanaan Pernbangumn Daerah dan penanaman Modal;

b. Badan Kepegawaian Da€rat!

c. Badan Kesatuan Bilgs4 politik dan Perlindungan Masyarakat;

d. Badan Pemberdayaan Masyaraka dan Pernerintahan Desa;

Badan Lingkungan Hidup;

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;

Badan Pemberdayaan Perernpuan dan Keluarga Berencana,

Kantor Perpu$akaan dan Arsip Daerah;

Dihapus;

Rumah Sakit Daerah;

f
s.

h.

i.

j.

k.
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l. Lrspektord.

(4) Badan dapat membentuk LJpT Badan f€rtefitu uohrk dapat melaksanakan sebagianKegiatan Teknis opera$onar dan'reen Kgr* t kni, R"nunl*g yang mempunyaiwilayah kerja satu dau beberapa witayah K;;;";
Ketentuan Pasal 15 diubeh sehingga kesehuuhan pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

pesrl 15
(l) Badan pemberdayaan perenpuan dan Kefuarga perencana 

sebagaimana dimatsuddalarn pasal 6 ayat (3) huruf h ,erdiridari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretaris membawahi:

I. Sub Bagian perenetnaan 
dan program;

2. ,Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

c. Bidang pemberdayaan perempuan;

d. Bidang Kesejahteraan dan perlindungan 
Anak:

e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga SejahterE
f Bidang pengelolaan Inbrrnasi dan lfubungan Kemasyarakatan.

(2) Bidang pemberdayaan perernp'an scbagaimana dimaksrd apt (l) huruf c membawahi 
.a. Sub Bidang perryaruettamssn 

Creoda;
b. Sub Bidarg peningrstan Knalit s Hidrp dan pertindungan perempuan.

(3) Bidang Kesejahteraan dan pertindungan Anak seb
membawahi : 

_-_usvu6qr A!.aK s€o\agtmana dimaksrd ayat (l) huruf d

a. Sub Bidang perlindungan 
Anak;

b. Sub Bidang pcningkatan Ktralitas Hidup Anak.

", ;:lr.::;ff;,:"_".* 
dan Kerrurga sejahrera sebeseipxs dimaksud ayar (r)

a. Sub Bidang Ketuarga Berelrana; .

b. Sub Bidang Keluarga Sejatrten den pemberdayaan 
Keluarga.

(5) Bidang pengerolaan Inforrrasi dan tftrbungan Lembaga Masyarakat sebagaimanadimaksud ayat (l) hunrffrnembawahi :

a. Sub Bidang pengclolaan Informasi:
b. Sub Bidang Hubungan Lembaga Masyarakat.



3' Diartara pasal 2i dan pasar 26 disisipkan r (satu) pasar yakni pasar 2sa yangberbunyi
scbagai bcrikut :

pesrl 2fn
strukur organisasi Badan pcrnbcrdayaan pcrcmpuan dan Keruarga Berencana sebagaime.ra
tercantum dalam rampiran ,.rg nr€rupeft.n bcgian tak teqtsahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.

Agar sctiap oraog mengaalnriny4 rrcmerintahkan pcngundangan peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembmm Dacrrh Kahlpaten Buol,

30Desember 2008

KABT]PATEN

BACULU

LEMBARAN DATRAE KABT'PATEN BUOL
TAEUN 2OOS NOMOR 2S

't

Ditetapkan di Buol
tanggal 30 Desember 200g

Diundangkan di Buol



LAtrlPlRAN PERATUMN DAERAH KAEUPATEN BUOL
NOMOR 28 TAHUN 2OG
TANGGAL 30 DESEMBER 2@8

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BUOL

KEPALA BADAN

lloAMt
PEMABRDAYAAII FEREMPUAI{

KELUAROA B!R6 CA||A DAII KELUAROA
SIJAHTERA

KELUARGA BERENCANA PENGELOLMN INFORMASI

KELUARGA SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYMN KELUARGA

IIDAMI
KE3EJAHTERAAN OAII PENLIIDUI{OAI{

A|{AX

HUBUNGAN LEMBAGA MASYAMKAT

SEXRETARIS


